BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR <1 SERI F NOMOR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Fisik Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian Rincian
Objek Belanja berdasarkan Jenis Belanja dan Nama Sekolah
Penerima;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil

dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
bahwa guna Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, sehingga Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas
SDM Mengurus Koperasi, dan kegiatan Penyelenggaraan Penilaian
Kesehatan Koperasi digabung menjadi 1 (satu) Kegiatan Pelatihan
dan Pendampingan Koperasi;

. bahwa menindaklanjuti Hasil Sinkronisasi Penetapan Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Pertanian TA. 2019
sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Nomor:
B.45/RC.240/A.1/1/2019 perihal Penetapan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Pertanian TA. 2019, perlu
dilakukan perubahan nama kegiatan dan pergeseran anggaran
kegiatan;

. bahwa berdasarkan Bab IV Peraturan Menteri Pariwisata Republik

Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Pelayanan
Kepariwisataan, menyebutkan "penggunaan DAK Non Fisik hanya
dapat digunakan untuk Pelatihan Bidang Kepariwisataan dan
Biaya Operasional Non Rutin Layanan Informasi Kepariwisataan".

Sehingga...../



Mengingat

Sehingga Program dan Kegiatan sumber dana DAK Non Fisik yang
sudah dialokasikan dalam DPA Dinas Pariwisata Tahun Anggaran
2019 harus diformulasikan pada Program yang sama, namun
kegiatan yang berbeda,;

bahwa menindaklanjuti Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana
Alokasi Khusus Non Fisik dan Fisik Bidang Kesehatan yang sudah
disetujui oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun
2019, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019
tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Un-Audited) terdapat
Kewajiban kepada Pihak ketiga atas pekeijaan yang telah selesai
pada tahun sebelumnya namun belum dibayarkan, pada Dinas
Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

. bahwa sesuai dengan point V nomor 39 Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah
mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan
pekeijaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya,
akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekeijaan sehingga melampaui Tahun Anggaran
2018 sesuai Peraturan Perundang-undangan atau akibat putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(mkrac/tf maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja
dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening
berkenaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g
diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang
Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

1. TIndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

2.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3.Undang V4



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan 'Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembarann Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Nomor 66 Tahun 2018 Seri A
Nomor 50);

13. Peraturan ..../



Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 701);

15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018
Nomor 67 Seri F Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMOSIR  TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 64
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut:
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah............ Rp 57.343.457.195,00
b. Dana Perimbangan................... . Rp 649.367.348.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah Sejumlah.................... Rp_ 180.697.371.938.00
Jumlah Pendapatan................ . Rp 887.408.177.133,00
Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai..................... Rp 331.300.433.688,00
2) Belanja Hibah........................ . Rp 7.402.200.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial.......... Rp 3.000.000.000,00
4) Belanja Bagi Hasil kepada
Pemerintahan Desa............... Rp 2.128.407.540,00

5) Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintahan Desa.... Rp 157.426.775.700,00
6) Belanja Tidak Terduga........... Rp 3.000.000 000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 504.257.816.928,00

b. Belanja..../



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai.................... Rp 23.651.756.970,00
2) Belanja Barang dan Jasa...... Rp 179.290.916.147,00
3) Belanja Modal....................... Rp 189.369.701.592,00
Jumlah Belanja Langsung. .. Rp 392.312.374.709,00
Jumlah Belanja.................. Rp 842.581.018.580.43
Surplus/(Defisit )......cooceeenn. .. (Rp 9.162.014.504,00)
3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan.........c.ccccoeeenen.n. Rp 13.162.014.504,00
b. Pengeluaran.......................... Rp 4.0000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Nettp ... Rp 9.162.014.504,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan........................ Rp 0,00

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal \ 2019

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR SERI F NOMOR

RAPIDIN SIMBOLON



